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A. Pemerintah Daerah 
1. Pengertian Pemerintahan Daerah 
Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai 
berikut:  
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian 
otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri 
kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi 
sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah 
internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila 
dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti 
pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya 
sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan pemerintah daerah 
dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk 
mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan 
yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang 
mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar 
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norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan 
kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada 
konsep otonomi daerah yang diantuy Indonesia adalah negara kesatuan.  
Menurut C. F. Strong sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana 
Syafiie:  
Government in the broader sense, is changed with the maintenance of the peace 
and security of state with in and with out. It must therefore, have first military 
power or the control of armed forces, secondly legislative power or the means of 
making law, thirdly financial power of the ability to extract sufficient money 
from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the 
law it makes on the state behalf.24 
 
Ciri-ciri pemerintah daerah menurut Oppenheim, antara lain:25 
a. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada 
negara. 
b. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi. 
c. Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar 
dibedakan. 
d. Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan 
kepentingan-kepentingan tersebut. 
e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. 
Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk 
memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan keluar. Oleh 
karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan 
untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai 
kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undangundang, yang ketiga, 
                                                          
24 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Filsafat, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 21. 
25 Prabawa Utama, Pemerintahan di Daerah, INDHILL CO, Jakarta, 1991, hlm. 11. 
31 
 
 
harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi 
keuangan masyarakat dalam rangka membiayai biaya keberadaan negara 
dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka 
penyelenggaraan kepentingan negara. 
Tujuan adanya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan 
negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi 
pemerintahan secara aktual. Lembaga-lembaga tersebut harus dapat 
membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan 
dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara. 
Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari 
tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan 
secara horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut 
pendapat Jimly Asshidiqie pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal 
dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara verikal ke bawah. 
Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan 
antara beberapa tingkatan pemerintahan.26 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan 
mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. 
Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat 
daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah 
                                                          
26 Jimly Asshidiqie, Op.Cit, hlm. 37. 
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daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan 
otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah 
daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut undangundang. Pemerintah 
daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. 
Konstelasi ini, tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih 
dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak. 
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, terdapat unsur-
unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu antara lain sebagai 
berikut: 
a. Kepala Daerah 
Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
sebagai berikut: 
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Sedangkan tugas dari kepala daerah berdasarkan Pasal 65 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagai berikut: 
1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama 
DPRD. 
2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD 
dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk 
dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan 
RKPD. 
4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan 
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
kepada DPRD untuk dibahas bersama. 
5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan 
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah. 
7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Untuk menunjang tugasnya, kepala daerah memiliki 
wewenang berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut: 
1) Mengajukan rancangan Perda. 
2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan Bersama 
DPRD. 
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3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah. 
4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang 
sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat. 
5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur kedua 
sebagai penyelenggara pemerintahan daerah setelah kepala daerah 
sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip 
sebagai berikut: 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 
Tugas dan wewenang DPRD Provinsi diatur berdasarkan 
Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:  
1) Membentuk Perda Provinsi Bersama gubernur. 
2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda 
Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh 
gubernur. 
3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda 
Provinsi dan APBD Provinsi. 
4) Memilih gubernur. 
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5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur 
kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan 
pengesahan pengangkatan dan pemberhentian. 
6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah 
Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di 
Daerah provinsi. 
7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
provinsi. 
8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur 
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi. 
9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan 
daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani 
masyarakat dan Daerah provinsi. 
10) Melaksanakan tugas dan wewenangn lain yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Tugas dan wewenang DPRD Provinsi diatur berdasarkan 
Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut: 
1) Membentuk Perda kabupaten/kota Bersama bupati/walikota. 
2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda 
mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh 
bupati/walikota. 
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3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan 
APBD kabupaten/kota. 
4) Memilih bupati/walikota. 
5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian 
bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan 
pengangkatan dan pemberhentian. 
6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian 
internasional di Daerah. 
7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota. 
8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 
bupati/walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota. 
9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan 
Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani 
masyarakat dan Daerah. 
10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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c. Perangkat Daerah 
Perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah 
dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 
sebagaimana diatur pada Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu 
Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. 
3. Desentralisasi 
Asas desentralisasi menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu desentralisasi 
adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada 
daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 
Melaksanakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 
diperoleh dari pemerintah pusat yang memberikan kewenangan mengatur 
dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan kepada satuan pemerintahan 
tingkat lebih rendah yang mandiri. Desentralisasi mengandung arti 
pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat yang lebih tinggi kepada 
satuan pemerintahan yang lebih rendah, yaitu pemerintah daerah.27 
Desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan 
kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi, 
lembaga, ataupun pejabat yang lebih tinggi kepada institusi, lembaga dan 
fungsionaris bawahannya sehingga yang diserahi atau dilimpahi kekuasaan 
                                                          
27 Amrusi Fahmi, Op.Cit, hlm. 32. 
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wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan 
tertentu tersebut. 
Rondinelli dan Cheema mendefinisikan desentralisasi sebagai 
transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan kewenangan 
administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit 
administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), 
pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. 
Perbedaan konsep desentralisasi ditentukan terutama berdasarkan  
tingkat kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan mengelola 
kewenangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan besaran otonomi 
yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya, 
Rondinelli, Nellis dan Cheema mendefinisikan dekonsentrasi adalah 
penyerahan sejumlah kewenangan dan tanggung jawab administrasi 
kepada cabang departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah. 
Berdasarkan sifatnya desentralisasi dapat dibagi menjadi 3 prinsip, 
yaitu: 
a. Dekonsentrasi (deconcentration), yaitu pelimpahan wewenang 
dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis 
hirarki dengan pemerintah pusat di daerah. 
b. Devolusi (devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada 
tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan 
atau tugas pemeritahan dan pihak pemerintah daerah mendapat 
discretion yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat, dalam hal 
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tertentu dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu 
melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan 
supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. 
Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah memiliki 
wilayah administratif yang jelas dan legal diberikan kewenangan 
sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi public, menggali sumber-
sumber penerimaan serta mengatur penggunaanya. Dekonsentrasi 
dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki 
organisasi dikenal sebagai distributed institutional monopoly of 
administrative decentralization. 
c. Pendelegasian (delegation or institutional pluralism) yaitu 
pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi 
yang berada di luar struktur birokrasi regular yang dikontrol 
secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian 
wewenang ini biasasnya diatur dengan ketentuan perundang-
undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai 
keleluasaan (discretion) dalam penyelenggaraan pendelegasian 
tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi 
wewenang (sovereign-authority). 
Pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu 
masyarakat yang berada dalam teritori tertentu. Suatu masyarakat yang 
semula tidak berstatus otonomi melalui desentralisasi menjadi berstatus 
otonomi dengan menjelmakannya sebagai daerah otonom. Sebagai 
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pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh 
pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan ke daerah ataupun 
Pemerintah Daerah. 
Tujuan dilaksanakannya desentralisasi adalah: 
a. Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang 
masalah-masalah kecil pada tingkat lokal. Demikian pula 
memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat 
lokal. 
b. Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam 
kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula 
pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan dari pada 
kontribusi kegiatan tersebut. 
c. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi 
pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis. 
d. Melatih rakyat untuk bias mengatur urusannya sendiri (self-
government). 
e. Pembinaan kesatuan nasional. 
Keunggulan desentralisasi, diantaranya: 
a. Desentralisasi merupakan alat untuk mengurangi kelemahan 
perencanaan terpusat. Dengan delegasi kepada apparat di tingkat 
lokal, problema sentralisasi dapat lebih mudah dipecahkan. 
b. Desentralisasi merupakan alat yang bias mengurangi gejala red 
tape. 
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c. Dengan desentralisasi maka kepekaan dan pengetahuan tentang 
kebutuhan masyarakat lokal dapat ditingkatkan. 
d. Dengan desentralisasi lebih memungkinkan berbagai kelompok 
kepentingan dan kelompok politik terwakili dalam proses 
pengambilan keputusan, sehingga mereka mempunyai 
kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan pemerintah. 
e. Struktur pemerintahan yang desentralistis sangat diperlukan untuk 
melembagakan partisipasi warga negara dalam perencanaan dan 
pengelolaan pembangunan. 
f. Dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam masyarakat 
dan pemerintahan, pengambilan keputusan yang sentralistis 
menjadi tidak efisien, mahal dan sulit dilaksanakan. 
4. Otonomi Daerah 
a. Pengertian Otonomi Daerah 
Pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 1 
Januari 2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. 
Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan 
penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke 
arah desentralistik-partisipatoris. Paradigma baru dalam 
pelaksanaan otonomi daerah yang meletakkan otonomi penuh, 
luas dan bertanggungjawab pada daerah kabupaten/kota. 
Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas 
pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi, 
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pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan lebih 
jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan 
kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. 
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) 
menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
Menurut Dharma Setyawan Salam dalam Ni Nyoman 
Mariadi demokrasi di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan 
otonomi seluas-luasnya diberbagai daerah. Pemerintah daerah 
menginginkan agar pemerintah pusat menyerahkan sebesar-
besarnya urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah yang oleh undang-undang ditetapkan 
sebagai daerah otonomi atau otonomi daerah. Istilah otonomi 
berasal dari bahasa Yunani, yaitu “autos” yang artinya sendiri dan 
“nomos” yang artinya peraturan. Sehingga otonomi berarti 
peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang kemudian 
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berkembang pengertiannya menjadi menjalankan pemerintahan 
sendiri.28 
Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam 
suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan 
mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati 
peraturan perundangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mendefenisikan 
daerah otonom, Pasal 1 ayat (12) menjelaskan, “Daerah otonom 
yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”.29 
b. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah 
Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan 
mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan 
pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah 
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk 
memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan 
                                                          
28 Ni Nyoman Mariadi, Kewenangan Pemerintah dalam Menetapkan Penguasaan dan 
Kepemilikan Luas Tanah Pertanian, Universitas Udayana, Denpasar, 2011, hlm. 47. 
29 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, 
Jakarta, 2007, hlm. 30. 
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pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 
kesejahteraan rakyat.30 
Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang 
luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional 
dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, 
nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah 
pusat dan daerah.31 Prinsip otonomi daerah adalah sebagai 
berikut: 
1) Prinsip Otonomi Luas 
Otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, 
wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan 
pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat 
sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah 
memiliki banyak ragam dan jenisnya. Daerah diberikan 
keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang 
diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan 
dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi 
daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik 
masing-masing daerah. 
2) Prinsip Otonomi Nyata 
                                                          
30 HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, 
hlm. 133. 
31 Ibid. hlm. 7. 
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Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang 
dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang 
senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah 
masing-masing. Potensi-potensi yang dimiliki daerah dapat 
dikembangkan deaerah untuk kesejahteraan masyarakat 
daerah. 
3) Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab 
Prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah 
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar 
sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada 
dasarnya memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 
Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu 
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang 
tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah 
juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah 
dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun 
kerjasama antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya 
bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin 
hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, 
artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan 
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wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. 
Otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan 
yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan 
yang berupa pemberian pedoman seperti penelitian, 
pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Pemerintah Daerah 
harus memilki standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, 
pengendalian koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Pemerintah 
wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang 
kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam 
melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Pembentukan Daerah 
Secara historis, The Founding Fathers telah menetapkan Pasal 18 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar hukum pemerintahan 
daerah di Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
menentukan bahwa: 
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 
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(2) Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan. 
(3) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya 
dipilih melalui pemilihan umum. 
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih 
secara demokratis. 
(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan 
tugas pembantuan. 
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah 
diatur dalam undang-undang. 
Pasal tersebut di atas mengatur tentang pemerintahan daerah dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud untuk melancarkan 
jalannya pemerintahan dan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam 
mewujudkan kesatuan bangsa. 
Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom, maka menafsirkan 
UUD 1945 tidak cukup dengan hanya terfokus pada Pasal 18 Undang-
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Undang Dasar Tahun 1945 saja, melainkan harus sitematis dengan Pasal 1 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa 
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik 
(NKRI), yang dimana wilayah NKRI akan dibagi-bagi kedalam bentuk 
daerah-daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah bersifat Hierarki-vertical. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tahun 1945 yang 
telah diubah, memperjelas bahwa NKRI akan dibagi-bagi meliputi daerah 
provinsi, kabupaten, dan kota, dan juga adanya perubahan sistem. yang 
mana sebelumnya sentralistik kemudian menjadi desentralisasi, di mana 
pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk dapat 
menyelenggarakan otonomi daerah. 
Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan secara 
jelas di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ditujukan untuk menata 
sistem pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Pelaksanaan dilakukan 
dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan 
kewenangan pemerintahan di tingkat daerah.32 
Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
menentukan bahwa pembentukan daerah otonom dapat berupa 
penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang 
bersanding/pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. 
Sedangkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 
                                                          
32 Busrizalti, Hukum Pemda (Otonomi Daerah dan Implikasinya), Total Media, 
Yogyakarta, 2013, hlm. 2. 
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Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan 
Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah adalah pemberian status 
pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. 
Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa 
pemekaran daerah dan penggabungan daerah. berkaitan dengan pemekaran 
daerah, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi 
atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau 
penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu 
daerah provinsi menjadi satu daerah baru. 
Berkaitan dengan pemekaran daerah, secara filosofis, bahwa tujuan 
pemekaran daerah ada dua kepentingan, yakni pendekatan pelayanan 
umum pemerintahan kepada masyarakat, dan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat setempat, serta memperpendek rentang kendali 
pemerintahan.33 
Pemekaran daerah merupakan fenomena yang mengiringi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah di indonesia. Ini terlihat dari 
peningkatan jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia selama Tahun 2003 sampai 2009, terdapat 
510 DOB, dan saat ini indonesia memiliki 511 DOB yang terdiri dari 34 
provinsi, 414 kabupaten dan 97 kota. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 
                                                          
33 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
2012, hlm. 15. 
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Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan otonomi daerah 
mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 
Namun berdasarkan evaluasi KEMENDAGRI Tahun 2012, dari tahun 
2007 sampai dengan 2009 diperoleh gambaran bahwa tidak satu pun DOB 
yang berkriteria baik, dan terdapat 4 (empat) daerah yang termasuk kurang 
layak atau tidak memenuhi persyaratan pemekaran daerah. 
Tujuan dari pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran 
adalah untuk mensejahterakan rakyat melalui peningkatan efisiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat. Namun pemekaran juga sering kali menimbulkan 
masalah, terutama kurang memperhatikan faktor ekonomi dan keuangan 
sehingga dapat menyebabkan kontra-produktif terhadap otonomi daerah. 
Hal lain yang mendorong terjadinya kontra-produktif atas gagasan 
pemekaran wilayah adalah dikarenakan proses pemekaran (dominan via 
DPRD langsung), indikator kinerja pembangunan daerah (faktor ekonomi 
dan keuangan) terlebih faktor sosial (aspirasi masyarakat) belum signifikan 
dipertimbangkan, sehingga menjadi wajar jika kinerja daerah hasil 
pemekaran kurang baik, bahkan terkadang menimbulkan permasalahan 
konflik sosial. Jika pembangunan atau pemekaran wilayah pemerintahan 
akan dilakukan, maka kebijakan itu harus memberi jaminan bahwa 
aparatur pemerintahan yang ada memiliki kemampuan yang cukup untuk 
memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan. Asumsi yang menyertainya 
adalah bahwa pemekaran wilayah pemerintahan yang memperluas 
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jangkauan pelayanan tersebut akan menciptakan dorongan-dorongan baru 
dalam masyarakat bagi lahirnya prakarsa yang mandiri menuju 
kemandirian bersama. Terdapat tiga pola dalam pembentukan wilayah 
pemerintahan di daerah selama ini, yaitu: 
a. Pembentukan wilayah-wilayah pemerintahan sekaligus menjadi 
daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) dengan persyaratan 
yang cukup objektif seperti jumlah penduduk dan potensi 
ekonomi seperti di Jawa dan Sumatera. 
b. Pembentukan wilayah-wilayah administratif dan daerah otonom 
berdasarkan pertimbangan politis dengan jumlah penduduk relatif 
kecil tapi memiliki potensi ekonomi yang besar seperti di Papua, 
serta potensi ekonomi dan penduduk yang sedikit tetapi secara 
historis dipandang khas contohnya di Maluku Utara. 
c. Pembentukan wilayah administratif pemerintah tanpa disertai 
pembentukan daerah otonom seperti lazim terjadi untuk 
pembentukan wilayah. 
Sebagian besar daerah pemekaran justru membebani keuangan 
negara. Hasil evaluasi juga menunjukkan lebih dari 80% daerah 
pemekaran belum dapat memperlihatkan peningkatan pembangunan 
daerah setempat sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan pemekaran 
daerah belum mencapai tujuan otonomi daerah. Di samping belum dapat 
meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah setempat, di sisi lain 
pemekaran daerah justru menimbulkan konflik keruangan seperti yang 
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terjadi di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, perebutan Pulau 
Berhala antara Provinsi Riau Kepulauan dan Provinsi Jambi, perebutan 
salah satu pulau di kepulauan seribu antara Provinsi DKI Jakarta dan 
Provinsi Banten. 
6. Kewenangan Daerah  
a. Pengertian Kewenangan Daerah 
Kewenangan merupakan untuk kekuasaan membuat 
keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada 
orang lain. Pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang 
individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas 
tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok 
tertentu. 
Sadu Wasistiono menyatakan bahwa “urusan merupakan 
himpunan fungsi dalam satu bidang pemerintahan yang 
didalamnya terkandung adanya hak, wewenang, kewajiban dan 
tanggung jawab. Aktivitas tersebut dapat diselenggarakan oleh 
pemerintah dan atau oleh masyarakat serta dunia usaha.34 
Menurut Miriam Budiardjo dalam literatur ilmu politik, 
ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah 
kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering 
disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering 
dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula 
                                                          
34 Sadu Wasistiono, Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa, 
Fokusmedia, Bandung, 2008, hlm. 9. 
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sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan 
wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti 
bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang 
diperintah (the rule and the ruled).35 Sumber kewenangan dapat 
dibedakan menjadi dua jenis:  
1) Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan 
diberikan kepada suatu institusi atau pejabat yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
2) Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari 
pendelegasian dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi 
tingkatanya. 
Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: 
“Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van 
bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke 
rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer”. Artinya 
wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan 
yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang 
pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.36 
Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu 
tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani 
atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama 
menteri. Kewenangan pemerintahan karena diatur dalam 
                                                          
35 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, 
hlm. 14. 
36 Ibid. hlm. 19. 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. wewenang 
pemerintahan dideskripsikan sebagai suatu kekuasaan hukum 
(rechtsmacht), sehingga wewenang dalam konsep hukum publik 
akan selalu berkaitan dengan kekuasaan. 
Penyelenggaraan kewenangan sangat erat kaitannya sama 
perbuatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Perbuatan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah 
dari peraturan perundang-undangan, tanpa adanya kewenangan 
yang sah seorang pejabat ataupun badan tata usaha negara tidak 
dapat melakukan perbuatan pemerintahan. Kewenangan yang sah 
merupakan atribut bagi setiap pejabat atau setiap badan tata usaha 
negara, jadi setiap perbuatan pemerintah harus tunduk kepada 
peraturan perundang-undangan. 
Prinsip pemberian wewenang kepada pemerintah daerah 
untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan penyerahan 
wewenangan yang berdasarkan tugas, wewenang untuk 
memberdayakan daerah termasuk untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan 
nasional. Artinya bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus 
selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang 
tumbuh dimasyarakat. Hal ini jelas akan memberikan semangat 
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yang cukup kuat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan 
kinerjanya terutama dalam pemberian pelayanan. 
b. Sifat Kewenangan Daerah 
Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang 
bersifat terikat, fakultatif dan bebas, terutama dalam kaitannya 
dalam kewenangan-kewenangan pembuatan, penerbitan 
keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan 
(beschikkingan) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal 
adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. 
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemerintahan 
daerah adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 
24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena diberikan 
kewenangan oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 
18A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 18B ayat (1) Undang-
Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, 
kewenangan kepala daerah sangatlah berkaitan dengan 
kewenangan pemerintahan daerah, karena kepala daerah adalah 
kepala pemerintah daerah, tentunya akan sangat tidak tepat 
apabila kewenangan kepala daerah tidak dalam rangka 
melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan 
daerah. 
Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan 
meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan 
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berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang 
bersangkutan. Pemerintahan antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah otonom, yang didasarkan pada pemikiran 
bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang 
sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. 
Urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan 
pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, 
keamanan, moneter, yustisi dan agama. Urusan pemerintahan 
yang dijalankan secara concurrent, yakni penanganannya dalam 
bagian atau bidang tertentu dilaksanakan secara bersama antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya terhadap urusan 
yang bersifat concurrent tersebut terdapat pembagian, yakni ada 
bagian yang penyelenggaraan otonomi daerah mensyaratkan 
adanya pembagian urusan ditangani pemerintah, dan ada bagian 
yang ditangani oleh pemerintah provinsi serta bagian yang 
ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota.37 
B. Badan Pengusahaan Batam 
1. Sejarah Badan Pengusahaan batam 
Otorita Batam atau Otorita Daerah Industri Pulau Batam adalah 
suatu lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan 
pembangunan Pulau Batam. Otorita Batam dibentuk pada era Presiden 
                                                          
37 Albert Morangki, Tinjauan terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam 
Penyelenggaraan Urusan di Bidang Pertanahan, Vol.XX/No.3/April-Juni/2012, hlm. 63. 
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Suharto berdasarkan Keputusan Presiden yakni Keppres No.41/1973, yang 
menetapkan bahwa seluruh Pulau Batam sebagai daerah industri dan 
membentuk Otorita Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam). 
Keputusan Presiden ini dianggap sebagai pondasi awal terbentuknya 
Otorita Batam.38 
Pengembangan di Pulau Batam dimulai pada awal tahun 1970an 
yang didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 ketika Ibnu 
Sutowo selaku Direktur Utama Pertamina diperintahkan untuk mendirikan 
basis operasi dan logistik Pertamina di Batam. Pengembangan Pulau 
Batam terbagi dalam beberapa periode, Periode Persiapan (1971-1976) 
dipimpin oleh Dr. Ibnu Sutowo, Periode Konsolidasi (1976-1978) 
dipimpin oleh Prof. Dr. JB. Sumarlin. 
Otorita Batam merupakan cikal bakal dari Badan Pengusahaan 
Batam (BP Batam). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam 
disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam 
berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan 
keberadaannya selama 70 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas 
Batam ditandatangani.  
Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para investor baik 
lokal maupun asing selama itu untuk berinvestasi di Batam. BP Batam 
                                                          
38  http://www.batamsafari.com/badan-otorita-batam.html, diakses tanggal 11 Agustus 
2017, pukul 16.21 WIB.  
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mempunyai Visi dan Misi yang jelas untuk mengembangkan Batam 
kedepan.39 
Keberadaan BP Batam tidak terlepas dari kebijakan pemerintah 
pusat untuk memberlakukan Pulau Batam secara khusus demi memicu 
iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan 
potensi dan letak strategis Pulau Batam.  
Berkaitan dengan hal ini, pemerintah menerbitkan sejumlah 
keputusan yang menjadi dasar hukum bagi keberadaan Otorita Batam. 
Keputusan tersebut antara lain: Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 
tentang Proyek Pengembangan Pulau Batam sebagai Dasar Logistik Lepas 
Pantai Untuk Kegiatan Pengeboran Oleh Pertamina, Keputusan Presiden 
Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pembangunan Pulau Batam, dan Keputusan 
Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang 
telah lima kali diubah yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 
1978, Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989, Keputusan Presiden 
Nomor 94 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2000, 
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 
33 Tahun 1974 tentang Penunjukan Beberapa Lokasi di Sekupang, Batu 
Ampar, dan Kabil sebagai Kawasan Bonded Ware House dan PT Persero 
Batam sebagai Penguasa Bonded Ware House, Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah 
di Daerah Industri Pulau Batam; Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 
                                                          
39 http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/bida_history.jsp, diakses tanggal 11 Agustus 
2017, pukul 16.23 WIB. 
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1978 tentang Penetapan Seluruh Pulau Batam Sebagai Kawasan Berikat 
(Bonded Zone), Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Hubungan Kerja Antara Pemerintah Kotamadya Batam dengan Otorita 
Batam, Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1984 tentang Perluasan 
Wilayah Kerja Otorita Batam meliputi lima puluh pulau kecil di sekitar 
Pulau Batam, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tentang 
Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Otorita Batam meliputi Pulau 
Rempang, Galang Baru, dan beberapa pualu kecil di sekitarnya dan 
Penetapan sebagai wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone). 
Dengan melihat sejarah peranan Kota Batam sebagai Kontributor 
dalam kemajuan ekonomi nasional yang diharapkan akan terus meningkat 
pada masa yang akan datang, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah 
Pusat untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang merupakan 
tantangan dalam perkembangan Kota Batam. Salah satu tantangan yang 
saat ini dihadapi oleh Kota Batam adalah adanya dualisme pemerintahan 
dalam pengelolaan kotanya. Dualisme pemerintahan ini telah dimulai pada 
tahun 1983 ketika Batam ditetapkan sebagai kota administratif dan 
kemudian sepenuhnya menjadi kota otonom pada tahun 1999. Hal inilah 
yang akan kita bahas lebih lanjut dalam tulisan ini.40 
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 disebutkan 
bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah 
menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan keberadaannya 
                                                          
40 http://www.pu.go.id/isustrategis/view/7, diakses tanggal 11 Agustus 2017, pukul 16.37 
WIB. 
60 
 
 
selama 70 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 
ditandatangani mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat khususnya 
yang menjadi kewenangan Departemen Perdagangan untuk mengeluarkan 
perijinan lalu lintas keluar masuk barang. Perijinan tersebut diantaranya 
Perijinan IP Plastik dan Scrap Plastik, Perijinan IT-PT, Perijinan IT 
Cakram, Perijinan IT Alat Pertanian, Perijinan IT Garam Perizinan, Mesin 
Fotocopy dan printer berwarna, Perijinan Pemasukan Barang Modal 
Bukan Baru, Perijinan Bongkar Muat, Pelabuhan Khusus, Perijinan 
Pelepasan Kapal Laut. 
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi 
Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan keberadaannya selama 70 
tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 ditandatangani. 
Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para investor baik 
lokal maupun asing selama itu untuk berinvestasi di Batam. BP Batam 
mempunyai Visi dan Misi yang jelas untuk mengembangkan Batam 
kedepan. 
Saat ini BP Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat 
khususnya yang menjadi kewenangan Departemen Perdagangan untuk 
mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang. Perijinan tersebut 
diantaranya Perijinan IP Plastik dan Scrap Plastik, Perijinan IT-PT, 
Perijinan IT Cakram, Perijinan IT Alat Pertanian, Perijinan IT Garam 
Perijinan, Mesin Fotocopy dan printer berwarna, Perijinan Pemasukan 
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Barang Modal Bukan Baru, Perijinan Bongkar Muat, Pelabuhan Khusus, 
Perijinan Pelepasan Kapal Laut. 
Adapun perijinan yang sebelumnya berada di Otorita Batam 
diantaranya Perijinan Fatwa Planologi, Perijinan Cut and Field, Perijinan 
Alokasi Lahan, Perijinan titik titik lokasi iklan, SK BKPM tentang 
registrasi perusahaan di Indonesia, Angka Pengenal Import Terbatas 
(APIT), serta Izin Usaha Tetap (IUT).41 
2. Visi dan Misi Badan Pengusahaan Batam 
a. Visi 
Menjadi Pengelola Kawasan Tujuan Investasi Terbaik di Asia 
Pasifik. 
b. Misi 
1) Menyediakan Jasa Kepelabuhan Kelas Dunia. 
2) Menjadikan Kawasan Investasi yang Berdaya Saing 
Internasional. 
3) Menyediakan Sumber Daya Organisasi yang Profesional. 
 
 
 
                                                          
41 http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/bida_history.jsp, diakses tanggal 11 Agustus 
2017, pukul 16.42 WIB. 
